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ABSTRAK 

 

 Pemberdayaan masyarakat pesisir berperan penting dalam pelaksanaan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Pati. Pemberdayaan 

masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk 

memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi diri 

sendiri.Dalam perkembangannya, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi kegiatan 

atau agenda yang begitu penting bagi pemerintah, mengingat kondisi masyarakat 

pesisir yang dinilai masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan Pemberdayaan Masayarakat Pesisir wilayah Bajomulyo dan apasaja 

yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh 

Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Pati. 

 Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, mengingat pemberdayaan 

masyarakat pesisir secara merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Penulis 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang 

meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian data primer di lapangan.Bahan baku primer yang digunakan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2016, danPeraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Pati sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Pati memiliki 

peran sangat penting sebagai bentuk peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir 

Bajomulyo.Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berada di Desa Bajomulyo 

Kabupaten Pati telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan 

pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi, dan kelembagaan. Namun pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

pesisir yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati masih 

belum optimal yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, kemitraan dalam 

mengembangkan usaha masyarakat, dan kurangnya dukungan kelembagaan dari para 

stakeholder. 

Saran penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pati perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

peningkatan sarana dan prasarana, kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang 

akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan proses 

pemberdayaan masyarakat pesisir dibutuhkan keterlibatan lintas sektor. 

Kata Kunci: Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 

Kabupaten Pati. 
 


